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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan,
sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan
baik.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026
dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Sekretariat
Daerah Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan
sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum
dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, guna
mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga
merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan
permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun
berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat
berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami
harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam
penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada masa
mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih

efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 21 Agustus 2026
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan
bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah
berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun
2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, maka
Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan
dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang
menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun
alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2026 dengan
pagu APBD tahun 2026.

b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber DAU ;

c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;

d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;

e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
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dan

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi
harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan

Perubahan Renja Tahun 2026 melalui tahapan-tahapan :

1) Persiapan penyusunan;

2) Penyusunan rancangan awal;

3) Penyusunan rancangan;

4) Perumusan rancangan akhir.

1.2.

Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja

Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.

10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerabh;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daeah Tahun 2026;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun



22.

23.

1.3.

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat
daerah Kabupaten Temanggung;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026

adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam

rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang

tertuang pada Perubahan RKPD 2026, dalam upaya percepatan pencapaian

indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan

permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun

2026, antara lain:

1.

Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran, dan berkesinambungan;

Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat
Daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan Il, triwulan Il dan triwulan 1V
tahun 2026;

Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-
masing program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026;
Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan

dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2026.



1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Sekretariat

Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN |

BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV  PENUTUP



BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN | TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan

Triwulan | Tahun 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026,
diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai
dengan Triwulan | Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan
proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 dengan realisasi
capaian kinerja sampai dengan Triwulan | Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat
Daerah sampai dengan triwulan | sesuai dengan kriteria pencapaiannya
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun

2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100,00% Sangat Tinggi
2 76% < 90,00% Tinggi
3 66% < 75,00% Sedang
4 51% < 65,00% Rendah
5 < 50,00% Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat
kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat
Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang
diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Sekretariat Daerah; dan
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan tahun kedua

Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

penjabaran RPIJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 khususnya yang
dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2026.

Capaian kinerja IKUPD dan Program Sekretariat Daerah disajikan pada

Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah sampai dengan
Triwulan | Tahun 2026

a 026 OKa
Rea dpald -
asara | a _ A RPIJMD '.
Progra 7 - A '.': ] d A
026 026 (© <o
2 3 4 5 6 7 8

Unsur Pendukung
Urusan
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Sasaran
Meningkatnya Nilai Evaluasi Angka | 3,46 | 3,298 95,33 Sangat
penyelenggaraan Penyelenggaraan Tinggi
pemerintah yang Pemerintah
akuntabel Daerah (EPPD)
Meningkatnya Indeks Reformasi | Angka | 97,08 | 97,12 100 Sangat
kualitas bantuan Hukum (IRH) Tinggi
hukum, layanan
hukum, dan
layanan informasi
pelayanan hukum
Meningkatnya Persentase % 100 100 100 Sangat
kualitas kebijakan | rumusan bahan Tinggi
bidang bina mental | naskah kebijakan
spiritual yang menjadi

kebijakan

penguatan dan

pengelolaan bina

mental spiritual
Meningkatnya Persentase % 100 100 100 Sangat
Kebijakan Bidang Kebijakan Tinggi
Pengelolaan Perekonomian
Perekonomian dan | dan
Pembangunan Pembangunan

yang terfasilitasi

Indeks Akses Angka 3,93 3,82 97,20 Sangat

Keuangan Tinggi

Daerah (IKAD)
Meningkatnya Tata | Indeks Tata Angka | 84,5 | 84,35 99,82 Sangat
Kelola Pengadaan | Kelola Tinggi
Barang Jasa (PBJ) | Pengadaan

Barang Jasa

(PBJ)
Meningkatnya Persentase AKIP % 41,3 84,78 84,78 Sangat
akuntabilitas Perangkat Tinggi




kinerja perangkat
daerah

Daerah
berpredikat BB

Meningkatkan IKM Sekretariat Angka | 81,25 | 86,22 100 Sangat
kualitas pelayanan | Daerah Tinggi
publik Sekretariat
Daerah
Program
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Persentase % 100 100 100 Sangat
Penyelenggaraan administrasi tata Tinggi
pemerintahan yang | kelola
baik pemerintahan
yang baik
Meningkatnya Persentase kerja % 100 100 100 Sangat
Penyelenggaraan sama yang Tinggi
Kerja Sama Dalam | ditindaklanjuti
Negeri
Meningkatnya Persentase % 100 100 100 Sangat
Kualitas Kinerja produk hukum Tinggi
dan Pelayanan di yang difasilitasi
bidang Hukum
Persentase % 100 100 100 Sangat
dokumentasi Tinggi
perundangan
melalui JDIH
Persentase % 100 100 100 Sangat
penyelesaian Tinggi
permasalahan
hukum secara
non litigasi
Persentase % 100 100 100 Sangat
penyelesaian Tinggi
permasalahan
hukum secara
litigasi
Persentase % 100 100 100 Sangat
pemberian Tinggi
bantuan hukum
bagi masyarakat
miskin
Terlaksananya Persentase % 80 40 50 Sangat
kegiatan kegiatan Rendah
keagamaan, keagamaan yang
fasilitasi rumah difasilitasi
ibadah dan sarpras
pendidikan
keagamaan
Persentase % 88 87,84 99,82 Sangat
rumah ibadah dan Tinggi
sarpras
pendidikan
keagamaan
kondisi baik
Indeks Zakat Poin 0,81 0,53 65,43 Rendah
Nasional
Program Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatnya Persentase % 100 100 100 Sangat
pengelolaan ketersediaan Tinggi
bidang produk barang
perekonomian bersubsidi
Persentase % 100 100 100 Sangat
laporan Tinggi




permasalahan
barang bersubsidi
yang
terselesaikan

Persentase
BUMD dengan
opini WTP atas
pemeriksaan KAP

%

83,33

66,67

80

Tinggi

Meningkatnya
kinerja kegiatan
administrasi
pembangunan

Persentase
capaian kinerja
kegiatan
Perangkat
Daerah

%

100

100

100

Sangat
Tinggi

Persentase
dokumen kontrak
yang diverifikasi

%

100

3,22

3,22

Sangat
Rendah

Persentase
pelaporan
kegiatan PD/Unit
kerja tepat waktu

%

100

96,12

96,12

Sangat
Tinggi

Terselenggaranya
Pengelolaan
Pengadaan Barang
Jasa

Presentase Nilai
Pagu Barang
jasa yang
terumumkan

%

100

100

100

Sangat
Tinggi

Persentase
Kegiatan
Perangkat
Daerah yang
melakukan
pencatatan non
tender atas
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa

%

95

1,16

1,22

Sangat
Rendah

Persentase
Pendampingan
proses PBJ

%

100

100

100

Sangat
Tinggi

Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Meningkatnya
pengelolaan
organisasi dan
pelayanan publik

Persentase
Fasilitasi
Penyusunan
Dokumen
Kelembagaan
dan Analisis
jabatan

%

100

100

100

Sangat
Tinggi

Indeks Pelayanan
Publik (IPP)

Nilai

3,8

4,04

100

Sangat
Tinggi

Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Sekretariat
Daerah

Nilai AKIP
Sekretariat
Daerah

Angka

76

75,35

99,14

Sangat
Tinggi

Meningkatnya
kualitas pelayanan
Sekretariat Daerah

Persentase
ketersediaan
layanan
administrasi
keuangan,
administrasi
kepegawaian,
umum dan jasa
penunjang urusan

%

100

32,14

32,14

Sangat
Tinggi




pemerintah

daerah
Terlaksananya Persentase % 100 100 100 Sangat
pemenuhan pemenuhan Tinggi
kebutuhan kebutuhan
kedinasan kedinasan
Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah
Terlaksananya Persentase % 100 100 100 Sangat
pemenuhan pemenuhan Tinggi
Pelayanan pelayanan
Kedinasan kedinasan
Pimpinan Daerah Pimpinan Daerah

Sumber : IKPD Bappeda Tahun 2026

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, hasil evaluasi pada kinerja IKUPD dan indikator

program Sekretariat Daerah,

target kinerjanya, yaitu :

terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai

1. Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi disebabkan adanya

perubahan kebijakan.
. Indeks Zakat Nasional disebabkan Perda Pengelolaan Zakat belum
disosialisasikan.
. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi disebabkan efisiensi anggaran
sehingga pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya dan
pada Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.
. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non
tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa disebabkan kinerja OPD
belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL
dibawah 100 juta.

Adapun beberapa indikator tahun

masih menggunakan capaian

sebelumnya, adalah :

1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), nilai EPPD

Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023 adalah
3,2893 dengan kategori sedang. Kemudian untuk nilai EPPD Kabupaten
Temanggung Tahun 2025 dan 2026 masih menggunakan nilai EPPD Tahun
2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2026 belum
dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri

. Indeks Reformasi Hukum, pada tahun 2026 sampai dengan Triwulan I, Indeks
Reformasi Hukum (IRH) masih dalam proses pelaporan.

. Indeks Akses Keuangan Daerah, masih menggunakan data web Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Tahun 2024.

. Nilai AKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB, Nilai evaluasi AKIP Tahun 2026
masih menggunakan data tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,78% dengan
predikat BB dikarenakan Tahun 2026 masih belum ada penilaian evaluasi
AKIP.
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5. IKM Sekretariat Daerah, Penilaian IKM belum dapat dilaksanakan di triwulan
1 dan masih menggunakan nilai tahun 2025, karena masih menunggu aplikasi
dan jadwal dari Kemenpan dan rekapitulasi penilaian dilaksanakan di TW IV.

6. Nilai AKIP Sekretariat Daerah, Penilaian masih menggunakan nilai tahun 2025
karena penilaian sakip di tahun 2026 belum dilaksanakan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Capaian kinerja Kegiatan/Subkegian Sekretariat Daerah disajikan pada
Tabel berikut:
Tabel 2. 3
Capaian Kegiatan pada Triwulan | Tahun 2026 Sekretariat Daerah
ah Pagu Awa e _
Bidang /Progra euanga a
eglata D dikato P d Rea apa Pe
eqglata DA 3 APBD 026 arge a a a a
RO 026 026 A
026 %
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Unsur Pendukung
Urusan
Pemerintahan
Sekretariat Daerah 35.050.182.921 48.313.677.785 6.209.443.677
Program Pemerintahan dan 2.085.630.000 29.818.475.350 461.580.627
Kesejahteraan Rakyat
Bagian Pemerintahan
Program Persentase 225.000.000 112.500.000 6.814.000 100 100 100 ST
Pemerintahan administrasi
dan tata kelola
Kesejahteraan pemerintahan
Rakyat yang baik
Persentase 100 100 100 ST
kerja sama
yang
ditindaklanjuti
Administrasi 210.000.000 105.000.000 6.814.000 30 12 40
Tata
Pemerintahan
Penataan 15.000.000 5.000.000 12 3 25
Administrasi
pemerintahan
Pengelolaan 15.000.000 10.000.000 270.000 12 3 25
Administrasi
Kewilayahan
Fasilitasi 180.000.000 90.000.000 6.544.000 6 6 100
Pelaksanaan
Otonomi Daerah
Fasilitasi Kerja 15.000.000 7.500.000 12 3 25
Sama Daerah
Fasiilitasi Kerja 15.000.000 7.500.000 12 3 25
Sama Dalam
Negeri
Bagian Kesra dan Bina Mental
Persentase 948.630.000 29.249.975.350 438.065.924 88 87,84 99,82 ST
Program h
Pemerintahan rumah ibadah
dan dan sarpras
. pendidikan
Kesejahteraan K
Rakyat eagamaan
kondisi baik
Persentase 80 40 50 R
kegiatan
keagamaan
yang
difasilitasi
Indeks Zakat 0,81 0,53 65,43 R
Nasional (IZN)
Pelaksanaan 948.630.000 29.249.975.350 438.065.924 4
Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat
Fasilitasi 250.000.000 125.000.000 87.405.700 2 0,40 20
Pengelolaan
Bina Mental
Spiritual
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eglata b dikato P d < Pe
eglata Renia APBD 026 ange < @ G )
RD 026 026 -
. O 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan 60.630.000 27.865.315.000
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
terkait
Kesejahteraan
Sosial
Pelaksanaan 638.000.000 1.259.660.350 350.660.224 1 0,25 25
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
terkait
Kesejahteraan
Masyarakat
Bagian Hukum
Program Persentase 912.000.000 456.000.000 16.700.703 100 100 100 ST
Pemerintahan produk hukum
dan yang
Kesejahteraan difasilitasi
Rakyat
Persentase 100 100 100 ST
dokumentasi
perundangan
melalui JDIH
Persentase 100 100 100 ST
penyelesaian
permasalahan
hukum secara
non litigasi
Persentase 100 100 100 ST
penyelesaian
permasalahan
hukum secara
litigasi
Persentase 100 100 100 ST
pemberian
bantuan hukum
bagi
masyarakat
miskin
Fasilitasi dan 912.000.000 456.000.000 35.947.500
Koordinasi
Hukum
Fasilitasi 50.000.000 25.000.000 1.638.000 100 36 36
Penyusunan
Produk Hukum
Daerah
Fasilitasi 832.000.000 416.000.000 5.719.297 30 6 20
Bantuan Hukum
Pendokumentasi 30.000.000 15.000.000 9.343.406 100 12 12
an Produk
Hukum dan
Pengelolaan
Informasi Hukum
Program Perekonomian dan 868.193.500 584.096.750 44.054.007
Pembangunan
Bagian Pembangunan
Program Persentase 68.303.400 34.151.700 5.625.000 100 3,22 3,22 SR
Perekonomian dokumen
dan kontrak yang
Pembangunan diverifikasi
Persentase 100 96,12 96,12 ST
pelaporan
kegiatan
PD/Unit kerja
tepat waktu
Persentase 100 100 100 ST
capaian kinerja
kegiatan
Perangkat
Daerah
Pelaksanaan 68.303.400 34.151.700 5.625.000 12 3 25
Administrasi
Pembangunan
Fasilitasi 20.736.000 10.348.000 1.460.000 1 0,25 25
Penyusunan
Program
Pembangunan
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eglata b dikato P d < Pe
eglata Renia APBD 026 ange < @ G )
RD 026 026 -
. O 0 0
2 3 4 5 6 8 9 10
Pengendalian 47.567.400 23.803.700 4.165.000 1 25
dan Evaluasi
Program
Pembangunan
Bagian Perekonomian
Program Persentase 752.500.000 526.250.000 36.106.656 100 100 100 ST
Perekonomian ketersediaan
dan produk barang
Pembangunan bersubsidi
Persentase 100 100 100 ST
laporan
permasalahan
barang
bersubsidi
yang
terselesaikan
Persentase 83,33 66,67 80 T
BUMD dengan
opini WTP atas
pemeriksaan
KAP
Pelaksanaan 102.500.000 526.250.000 36.106.656 11 4 36,36
Kebijakan
Perekonomian
Koordinasi,Sinkr 50.000.000 50.000.000 6.130.200 4 1 25
onisasi
Monitoring, dan
Evalusai
Kebijakan
Pengelolaan
BUMD dan
BLUD
Pengendalian 52.500.000 26.250.000 26.226.456 5 2 40
dan distribusi
perekonomian
Pemantauan
Kebijakan
Sumber Daya
Alam
Koordinasi 650.000.000 450.000.000 3.750.000 2 1 50
sinkronisasi dan
evaluasi
kebijakan
pertanian,
kehutanan,
kelautan dan
perikanan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Presentase 47.390.100 23.695.050 2.322.351 100 100 100 ST
Program S
. Nilai Pagu
Perekonomian :
Barang jasa
dan
Pembangunan yang
terumumkan
Persentase 95 1,16 1,22 SR
Kegiatan
Perangkat
Daerah yang
melakukan
pencatatan non
tender atas
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
Presentase 100 100 100 ST
Pendampingan
proses PBJ
Pengelolaan 12.000.000 6.000.000 6323 188 3
Pengadaan
Barang dan Jasa
Pengelolaan 30.000.000 15.000.000 2.322.351 700 232 33
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
Pembinaan dan 5.390.100 2.695.050 103 103 100
Advokasi
Pelaksanaan
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2

Pengadaan
Barang dan Jasa

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota

32.096.359.421

17.911.105.685

5.703.809.043

Bagian Umum

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

Nilai AKIP
Sekretariat
Daerah

29.534.285.921

15.600.203.335

5.514.633.243

76

75,35

99,14

ST

Persentase
ketersediaan
administrasi
keuangan,
umum dan jasa
penunjang
perangkat
daerah

100

32,14

32,14

ST

Persentase
pemenuhan
kebutuhan
kedinasan
Pimpinan
Daerah

100

100

100

ST

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

14.256.755.678

15.422.665.708

4.089.937.842

1876

532

28,35

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

14.256.755.678

15.422.665.708

4.089.937.842

1876

532

28,35

Administrasi
Keuangan dan
Operasional
Kepala Daerah
dan W akil
Kepala Daerah

169.662.743

177.537.627

49.613.456

28

28,57

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

169.662.743

177.537.627

49.613.456

28

28,57

Penyediaan
Pakaian Dinas
dan Atribut
Kelengkapan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

300.000.000

300.000.000

50

10

20

Pelaksanaan
Medical Check
Up Kepala
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah

40.000.000

40.000.000

Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

1.942.000.000

2.194.900.000

174.699.683

300

72

24

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor

100.000.000

95.000.000

12

25

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

122.000.000

115.900.000

12

25

Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

280.000.000

266.000.000

690.631

12

25

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan

40.000.000

38.000.000

4.042.000

228

57

25
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2

Perundang-
undangan

Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

1.000.000.000

1.300.000.000

98.191.550

12

25

Penyelenggaraa
n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

400.000.000

380.000.000

71.775.502

12

25

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

5.003.412.000

1.253.411.200

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

1.500.000.000

Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

3.503.412.000

1.253.411.200

Pengadaan
Mebel

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

3.605.008.750

4.159.938.595

36

25

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

10.000.000

9.500.000

12

25

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

1.094.868.750

1.094.868.750

241.050.959

12

25

Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor

2.500.140.000

3.055.069.845

740.960.504

12

12

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

2.219.900.000

1.963.905.000

35.847.799

36

25

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

250.000.000

237.500.000

12.311.299

28

25

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

750.000.000

712.500.000

23.536.500

20

25
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2

Pemeliharaan
Mebel

50.000.000

47.500.000

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

50.000.000

47.500.000

Pemeliharaan
Aset Tetap
Lainnya

19.900.000

18.905.000

Pemeliharaan/R
ehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

1.100.000.000

900.000.000

72

25

Fasilitasi
Kerumahtangga
an Sekretariat
Daerah

1.997.546.750

1.461.029.937

182.523.000

36

25

Penyediaan
Kebutuhan
Rumah Tangga
Kepala Daerah

480.000.000

300.000.000

49.948.800

12

25

Penyediaan
Kebutuhan
Rumah Tangga
Wakil Kepala
Daerah

360.000.000

282.000.000

46.978.000

12

25

Penyediaan
Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat
Daerah

1.157.546.750

879.029.937

85.596.200

12

25

Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpi

nan

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /
Kota

Persentase
pemenuhan
Pelayanan
kedinasan
Pimpinan
Daerah

2.453.386.000

2.231.558.600

189.175.800

100

100

100

ST

Administrasi
Keuangan dan
Operasional
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

600.000.000

600.000.000

103.500.000

192

62

32,29

Penyediaan
Dana Penunjang
Opersional
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

600.000.000

600.000.000

103.500.000

192

62

32,29

Pelaksanaan
Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

1.853.386.000

1.631.558.600

85.675.800

795

85

11

Fasilitasi
Keprotokolan

301.788.000

355.359.500

12.176.500

500

213

Fasilitasi
Komunikasi
Pimpinan

1.378.000.000

1.067.250.000

73.499.300

2000

410

Pendokumentasi
an Tugas
Pimpinan

173.598.000

208.949.100

800

172

Bagian Organisasi

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

Indeks
Pelayanan
Publik (IPP)

108.687.500

79.343.750

3,8

4.04

100

ST

Persentase
Fasilitasi
Penyusunan
Dokumen
Kelembagaan
dan Analisis

jabatan

100

100

100

ST
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2 B 4 5 6 7 8 9 10
Penataan 108.687.500 79.343.750 5.319.017
Organisasi
Fasilitasi 50.000.000 50.000.000 2.152.517 2 1 50
pelayanan publik
dan tata laksana
Koordinasi dan 38.687.500 19.343.750 - 2
Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah
Daerah
Pengelolaan 20.000.000 10.000.000 3.166.500 2 1 50
Kelembagaan
dan Analisis
Jabatan

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, diketahui bahwa :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan antara lain :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a.
b.
c.
d.

Administrasi Tata Pemerintahan
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program Perekonomian dan Pembangunan

e.

f.

g.
h.

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

i

K.

. Pemeliharaan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Barang Milik  Daerah  Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Penataan Organisasi

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
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Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya
karena merupakan kegiatan rutin/administratif yang akan terlaksana 100% pada
Triwulan IV. Adapun indikator program yang tidak memenuhi target adalah :

a. Indeks Zakat Nasional, hal ini disebabkan Perda Pengelolaan Zakat belum
disosialisasikan dan dukungan APBD Tahun 2025 belum ada.

b. Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu, hal ini disebabkan
pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat waktu melalui
aplikasi Simpelbangda dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu
sebesar 100%, pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 95,15% dan
di tahun 2026 ini yaitu sebesar 98,4%.

c. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi, hal ini disebabkan
capaian pupuk tidak dapat tercapai sebesar 25% dikarenakan realisasi tanam

untuk tanaman pangan lebih rendah dari rencana kebutuhan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat
Daerah:
a. Target capaian kegiatan / sub kegiatan akan tercapai pada triwulan IV karena
merupakan kegiatan rutin / administrasi yang pelaksanaan selama 12 bulan,
yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2026.

b. Adanya kesesuaian realisasi dengan target.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

a. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026
secara tertib waktu dan tepat mutu.

b. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan

program dan kegiatan.
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BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja
Sekretariat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah
berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini juga memperhatikan tujuan dan
sasaran dari Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 serta kebijakan-kebijakan
yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah
ini:

Tabel 3.1

\[o]

Bidang/Program/Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan

Rencana Perubahan Renja Tahun 2026

Jumlah Pagu Awal (Rp) | Jumlah | Bertambah/Berkurang (+/-)

RENIED

3

35.050.182.921

APBD
(Perbup II)

4

59.686.362.517

Pagu
Perubahan
Renja

©

56.774.381.077

Renja

6 (5-3)

21.724.198.156

-2.911.981.440

APBD
(Perbup II)

Ket

7 (5-4) ‘ 8

Sekretariat Daerah

Bagian Pemerintahan

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

225.000.000

112.500.000

112.500.000

-112.500.000

Administrasi Tata Pemerintahan

Penataan Administrasi
pemerintahan

15.000.000

5.000.000

5.000.000

-10.000.000

Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

15.000.000

10.000.000

10.000.000

-5.000.000

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
Daerah

180.000.000

90.000.000

90.000.000

-90.000.000

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

0

Fasiilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri

15.000.000

7.500.000

7.500.000

-7.500.000

Bagian Kesra dan Bina
Mental

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

948.630.000

29.249.975.350

23.869.975.350

22.921.345.350

-5.380.000.000

Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental Spiritual

250.000.000

125.000.000

400.076.000

150.076.000

275.076.000

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Sosial

60.630.000

27.865.315.000

22.505.124.000

22.444.494.000

-5.360.191.000
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Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat

638.000.000

1.259.660.350

964.775.350

326.775.350

-294.885.000

Bagian Hukum

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

912.000.000

456.000.000

456.000.000

-456.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Daerah

50.000.000

25.000.000

25.000.000

-25.000.000

Fasilitasi Bantuan Hukum

832.000.000

416.000.000

416.000.000

-416.000.000

Pendokumentasian Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

30.000.000

15.000.000

15.000.000

-15.000.000

Bagian Pembangunan

Program Perekonomian dan
Pembangunan

68.303.400

34.151.700

34.151.700

-34.151.700

Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Fasilitasi Penyusunan Program
Pembangunan

20.736.000

10.348.000

10.348.000

-10.388.000

Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan

47.567.400

23.803.700

23.803.700

-23.763.700

Bagian Perekonomian

Program Perekonomian dan
Pembangunan

752.500.000

526.250.000

701.250.000

-51.250.000

175.000.000

Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Koordinasi,Sinkronisasi
Monitoring, dan Evalusai
Kebijakan Pengelolaan BUMD
dan BLUD

50.000.000

50.000.000

225.000.000

175.000.000

175.000.000

Pengendalian dan distribusi
perekonomian

52.500.000

26.250.000

26.250.000

-26.250.000

Pemantauan Kebijakan Sumber
Daya Alam

Koordinasi sinkronisasi dan
evaluasi kebijakan pertanian,
kehutanan, kelautan dan
perikanan

650.000.000

450.000.000

450.000.000

-200.000.000

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa

Program Perekonomian dan
Pembangunan

47.390.100

23.695.050

68.695.050

21.304.950

45.000.000

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

12.000.000

6.000.000

6.000.000

-6.000.000

Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik

30.000.000

15.000.000

60.000.000

30.000.000

45.000.000

Pembinaan dan Advokasi
Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa

5.390.100

2.695.050

2.695.050

-2.695.050

Bagian Umum

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

29.534.285.921

26.972.888.067

28.659.186.627

-875.099.294

1.686.298.560

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

14.256.755.678

15.422.665.708

15.422.665.708

1.165.910.030

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Kepala Daerah dan W akil
Kepala Daerah

169.662.743

177.537.627

177.537.627

7.874.884

Penyediaan Pakaian Dinas dan
Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

300.000.000

300.000.000

300.000.000
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Pelaksanaan Medical Check Up
Kepala Daerah dan W akil
Kepala Daerah

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

100.000.000

95.000.000

95.000.000

-5.000.000

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

122.000.000

115.900.000

115.900.000

-6.100.000

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

280.000.000

266.000.000

266.000.000

-14.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan

40.000.000

38.000.000

38.000.000

-2.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.000.000.000

1.300.000.000

2.300.000.000

1.300.000.000

1.000.000.000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

400.000.000

380.000.000

380.000.000

-20.000.000

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

1.500.000.000

-1.500.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

3.503.412.000

1.253.411.200

1.253.411.200

-2.250.000.800

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

141.195.200

141.195.200

141.195.200

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

10.000.000

9.500.000

9.500.000

-500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

1.094.868.750

1.094.868.750

1.094.868.750

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

2.500.140.000

3.055.069.845

3.290.173.205

790.033.205

235.103.360

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

250.000.000

237.500.000

387.500.000

137.500.000

150.000.000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

750.000.000

712.500.000

712.500.000

-37.500.000

Pemeliharaan Mebel

50.000.000

47.500.000

47.500.000

-2.500.000

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

50.000.000

47.500.000

47.500.000

-2.500.000

Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

19.900.000

18.905.000

18.905.000

-995.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

1.100.000.000

900.000.000

700.000.000

-400.000.000

-200.000.000

Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Kepala Daerah

480.000.000

300.000.000

300.000.000

-180.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga W akil Kepala Daerah

360.000.000

282.000.000

282.000.000

-78.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Sekretariat Daerah

1.157.546.750

879.029.937

1.239.029.937

81.483.187

360.000.000

Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota

2.453.386.000

2.231.558.600

2.793.278.600

339.892.600

561.720.000
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Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah dan
W akil Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang
Opersional Kepala Daerah dan
W akil Kepala Daerah

600.000.000

600.000.000

600.000.000

Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

0

0

Fasilitasi Keprotokolan

301.788.000

355.359.500

370.459.500

68.671.500

15.100.000

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

1.378.000.000

1.067.250.000

1.633.150.000

255.150.000

565.900.000

Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

173.598.000

208.949.100

189.669.100

16.071.100

-19.280.000

Bagian Organisasi

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota

108.687.500

79.343.750

79.343.750

-29.343.750

Penataan Organisasi

Fasilitasi pelayanan publik dan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

tata laksana

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

38.687.500 19.343.750 19.343.750 -19.343.750 0

Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

20.000.000 10.000.000 10.000.000 -10.000.000 0

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai

dengan TA 2026, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melalui

Perubahan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1.

o~ w0 N

Pagu Awal Renja
Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup 1)

Pagu Perubahan

Rp 35.050.182.921,-
Rp 59.686.362.517,-
Rp 56.774.381.077,-
Rp 21.724.198.156,-
Rp 2.911.981.440,-

Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja :
Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD :

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Renja Perubahan antara lain :
Adanya penyesuaian dengan Ranwal Renja Perubahan 2026
Pengurangan pagu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(Bagian Pemerintahan) sebesar Rp 112.500.000,-.
Penambahan pagu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(Bagian Kesra dan Bina Mental) sebesar Rp 22.921.345.350,-.
Pengurangan pagu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(Bagian Hukum) sebesar Rp 456.000.000,-.
Pengurangan pagu Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian
Pembangunan) sebesar Rp 34.151.700,-.
Penambahan pagu Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian
Perekonomian) sebesar Rp 51.250.000,-.

. Penambahan pagu Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ)

sebesar Rp 21.304.950,-.
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Pengurangan pagu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Umum) sebesar Rp 875.099.294,-.
Penambahan pagu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) sebesar
Rp 339.892.600,-.

10.Pengurangan pagu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Organisasi) sebesar Rp 29.343.750,-.
Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain

disebabkan:

1.
2.

Adanya Penyesuaian dengan anggaran KUA PPAS

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, penambahan anggaran Rp.
275.076.000,- untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari santri 2026.
Pengurangan anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 5.360.191.000,-,
Pokir DPRD berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Pengurangan anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp. 294.885.000,-
untuk digeser ke sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan
sub kegiatan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Sosial.

Penambahan anggaran sub kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring, dan
Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebesar Rp. 175.000.000,-
untuk fasilitasi penyelesaian pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah
Badan Kredit Kecamatan Pringsurat, kegiatan Sosialisasi, dan kegiatan
Pembinaan BUMD.

Penambahan anggaran sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik sebesar Rp. 45.000.000,- untuk pengadaan modal 4
(empat) Unit Personal Computer (PC) Desktop/All In One Core i5 SSD 256
GB, RAM 8GB 22" atau setara.

Penambahan anggaran Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp.
1.000.000.000,- untuk jamuan makan minum Kegiatan Hari Jadi Kabupaten
Temanggung, Hari Besar Nasional, Posko Nataru dan Jamuan Tamu
Kedinasan Pimpinan Daerah.

Penambahan anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya sebesar Rp. 141.195.200,- untuk Pengadaan AC, exhaust fan, water
heater, vacum cleaner, karpet di Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda,

serta perlengkapan zoom meeting (webcam, sound portable, mic clip)
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9. Penambahan anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor sebesar Rp. 235.103.360,- untuk pembayaran Kekurangan gaji PPPK
Paruh Waktu (kekurangan gaji Desember, gaji 14, gaji 13 (6/12xgaji)).

10.Penambahan anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan sebesar Rp. 150.000.000,- untuk belanja BBM dan
pemeliharaan kendaraan.

11.Pengurangan anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- karena adanya
pengurangan Pokir.

12.Penambahan anggaran sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah sebesar Rp. 360.000.000,- untuk Kegiatan HUT
Temanggung, Hari Besar Nasional, Kompor Gas, matras, untuk Rumah Dinas
Sekda, seragam satpam dan cleaning service, posko nataru.

13.Penambahan anggaran sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar Rp.
15.100.000,- untuk belanja Lembur

14.Penambahan anggaran sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan sebesar
Rp. 565.900.000,- untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu,
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Perjalanan Dinas
Biasa, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.

15.Pengurangan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebesar Rp.
19.280.000,-.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026

Rincian rencana Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026

sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

24



Bagian Pemerintahan

Tabel 3.2

Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+) Sumber Keterangan
Urusan/ Bidang Dana
K Urusan/ Program/ Indikator
ode . -
Kegiatan/ Sub Kinerja Lokasi - - Lokasi -
Kegiatan Output ;_arg(_et Satuan Pagu In(_jlkatlf Pagu Indikatif Output T_arg(_et Satuan Pagu In(_jlkatlf Renja APBD
Kegiatan inerja Renja APBD Kegiatan Kinerja Renja
g g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13=12-7 14=12-8 15 16
4|01 |02 PROGRAM Persentase 225.000.000,00 | 112.500.000,00 112.500.000,00 | -112.500.000,00 0,00
PEMEERINTAHAN | administrasi
DAN tata kelola
KESEJAHTERAAN | pemerintahan
DAERAH yang baik
4101 (02|20 Administrasi Tata | Persentase 210.000.000,00 | 105.000.000,00 102.000.000,00 | -108.000.000,00 -3.000.000,00
Pemerintahan terlaksananya
Penataan
Administrasi
Pemerintahan,
Pengelolaan
Administrasi
Kewilayahan,
Fasilitasi
Pelaksanaan
Otonomi
Daerah
4 (0102|201 | 0001 | Penataan Jumlah Kab. 12 dokumen 15.000.000,00 5.000.000,00 | Kab. 12 dokumen 5.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 APBD
Administrasi Dokumen Temanggung Temanggung
Pemerintahan Hasil
Penataan
Administrasi
Pemerintahan
4 (0102|201 | 0002 | Pengelolaan Jumlah Kab. 12 dokumen 15.000.000,00 10.000.000,00 | Kab. 12 dokumen 10.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 APBD
Administrasi Dokumen Temanggung Temanggung
Kewilayahan Hasil
Pengelolaan
Administrasi
Kewilayahan
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01 | 02 01 | 0003 | Fasilitasi Jumlah Kab. 6 dokumen | 180.000.000,00 | 90.000.000,00 | Kab. 12 dokumen | 87.000.000,00 -93.000.000,00 -3.000.000,00 APBD | Pergeseran dalam
Pelaksanaan Dokumen Temanggung Temanggung satu sub kegiatan
Otonomi Daerah Hasil antar rekening1. Dari

Fasilitasi rekening Belanja

Pelaksanaan alat/ bahan untuk

Otonomi kegiatan kantor-alat

Daerah tulis kantor ke
rekening Belanja
bahan-bahan bakar
dan pelumas,
belanja alat/ bahan
untuk kegiatan
kantor-kertas dan
cover, belanja alat/
bahan untuk kegatan
kantor-bahan
komputer, belanja
makanan dan
minuman rapat, dan
belanja
pemeliharaan
komputer-peralatan
komputer-peralatan
personal
komputerPergeseran
antar sub kegiatan
dari sub kegiatan
fasilitasi otonomi
daerah ke sub
kegiatan fasilitasi
kerja sama dalam
negeri

01 | 02 04 Fasilitasi Kerja Persentase 15.000.000,00 7.500.000,00 10.500.000,00 -4.500.000,00 3.000.000,00
Sama Daerah terlaksananya

Fasilitasi
Kerja Sama
Dalam Negeri

01 | 02 04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Persentase Kab. 12 dokumen 15.000.000,00 7.500.000,00 | Kab. 12 dokumen 10.500.000,00 -4.500.000,00 3.000.000,00 APBD | Pergeseran antar
Sama Dalam terlaksananya Temanggung Temanggung sub kegiatan dari
Negeri Fasilitasi sub kegiatan

Kerja  Sama fasilitasi otonomi
Dalam Negeri daerah ke sub

kegiatan fasilitasi
kerja sama dalam
negeri
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Bagian Kesra dan Bina Mental

Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+) Sumber | Keterangan
Urusan/ Program/ . L Dana
Kode Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja ——
Kegiatan Lol}((asi'Output Tgrggt Satuan Pagu Ingikatif Pagu Indikatif O(flt[?li; T_arg(_et Satuan Pagu In_dikatif Renja APBD
egiatan Kinerja Renja APBD ) Kinerja Renja
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13=12-7 14=12-8 15 16
01 | 02 PROGRAM - Persentase 948.630.000 29.249.975.350 23.869.975.350 22.921.345.350 | - 5.380.000.000
PEMEERINTAHAN | kegiatan
DAN keagamaan yang
KESEJAHTERAAN | difasilitasi
DAERAH - Persentase
rumah ibadah dan
sarpras
pendidikan
keagamaan
kondisi baik
- Indek Zakat
Nasional
01]02 (2|01 Pelaksanaan Persentase 948.630.000 29.249.975.350 23.869.975.350 22.921.345.350 | - 5.380.000.000
Kebijakan terlaksananya
Kesejahteraan Fasilitasi
Rakyat Pengelolaan Bina
Mental Spiritual,
Pelaksanaan
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Sosial,
Pelaksanaan
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat
01102 (2]02]|0 | Fasiltasi Jumlah Dokumen Kab. 2 dokumen 250.000.000 125.000.000 | Kab. 2 dokumen 400.076.000 150.076.000 275.076.000 DAU
0 | Pengelolaan Bina Hasil Fasilitasi Temanggung Temanggung
0 | Mental Spiritual Pengelolaan Bina
1 Mental Spiritual
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01

02

02

NO oo

Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi,
dan Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Sosial

Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Sosial yang
Meliputi Urusan
Sosial,
Transmigrasi,
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB

Kab.
Temanggung

dokumen

60.630.000

27.865.315.000

Kab.
Temanggung

dokumen

22.505.124.000

22.444.494.000

- 5.360.191.000

DAU

01

02

02

w o oo

Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi,
dan Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat

Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat yang
Meliputi Urusan
Kepemudaan dan
Olahraga,
Pariwisata,
Pendidikan,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan,
Trantibum Linmas

Kab.
Temanggung

dokumen

638.000.000

1.259.660.350

Kab.
Temanggung

dokumen

964.775.350

326.775.350

294.885.000

DAU
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Bagian Hukum

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambar}/JrBerkurang ¢ Sumber Keterangan
Urusan/ Bidang ) Dana
Kode U:t(qun/tPr/ogS;rat;n/ Ir:(c.!ikayor
egiatan/ su inerja Lokasi Pagu Pagu Lokasi Pagu
Kegiatan Output | 298t | S| gt Indikatif Output | 9% | SAU | g Renja APBD
Kegiatan inerna an Renja APBD Kegiatan inena an Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
410 PROGRAM Persentase Kabupaten 100 % Kab 100 % - DAU
1 PEMERINTAHAN produk Temanggu 912.000.000 | 456.000.000 | Kabupate 456.000.000 | 456.000.000 -
DAN hukum yang ng n
KESEJAHTERAAN | difasilitasi Temanggu
RAKYAT ng
Persentase Kabupaten 100 % Kabupate 100 %
dokumentasi Temanggu n
perundangan ng Temanggu
melalui JDIH ng
Persentase Kabupaten 100 % 100 %
penyelesaian Temanggu Kabupate
permasalaha ng n
n hukum Temanggu
secara non ng
litigasi
Persentase Kabupaten 100 % Kabupate 100 %
permasalaha Temanggu n
n hukum ng Temanggu
secara litigasi ng
Persentase Kabupaten 100 % 100 %
pemberian Temanggu Kabupate
bantuan ng n
hukum bagi Temanggu
masyarakat ng
miskin
410 2 FASILITASI DAN
1 KOORDINASI
HUKUM
410 2 00 | Fasilitasi Jumlah Kabupaten 100 Dok Kabupate 60 Dok - DAU Terdapat
1 01 | Penyusunan Produk | produk Temanggu ume 50.000.000 25.000.000 n ume 25.000.000 25.000.000 perubahan
Hukum Daerah hukum yang ng n Temanggu n target kinerja
difasilitasi ng
410 2 00 | Fasilitasi Bantuan Jumlah Kabupaten 30 Kas 30 Kas - DAU Pergeseran
1 02 | Hukum penyelesaian Temanggu us 832.000.000 | 416.000.000 Kabupate us 416.000.000 | 416.000.000 anggaran antar
permasalaha ng n rekening
n hukum
Temanggu
secara non
litigasi dan ng
litigasi
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410 0 2| 0 | 00 | Pendokumentasian Jumlah Kabupaten 100 Dok 60 Dok - DAU Terdapat
1 2 3 | 03 | Produk Hukum dan perundangan Temanggu ume 30.000.000 15.000.000 | Kabupate ume 15.000.000 15.000.000 - perubahan
Pengelolaan yang ng n n n target kinerja
Informasi Hukum didokumentas Temanggu
ikan melalui ng
JDIH
Bagian Perekonomian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+)
Urusan/ Bidang
Kode Urusan/ Program/ Indikator Kinerja Keterangan
Kegiatan/ Sub Kegiatan i ikati ikati i ikati
g g LokaS|_Output T_arg(_et Satuan Pagu In_dlkatlf Pagu Indikatif Loka3|_0utput T_arg(_at Satuan Pagu In_dlkatlf Renja APBD
Kegiatan Kinerja Renja APBD Kegiatan Kinerja Renja

4101 |03 PROGRAM Presentase Kabupaten 100 % 752.500.000 526.250.000 100 701.250.000 175.000.000 | Penambahan
PEREKONOMIAN kualitas kebijakan | Temanggung anggaran Rp
DAN PEMBANGUNAN | perekonomian 170.000.000,00 (PDP=

Rp 20.000.000; BUMD
Rp.150.000.000,00)
Kabupaten 100 % Kabupaten 100 %
Temanggung Temanggung

4 (01 (03 (2|01 Pelaksanaan Presentase Kabupaten 100 % 52.500.000 26.250.000 | Kabupaten 100 % 26.250.000 26.250.000
Kebijakan ketersediaan Temanggung Temanggung
Perekonomian barang bersubsidi

4101 (03] 2|01 0002 | Pengendaliandan Jumlah laporan Kabupaten 2 Laporan 52.500.000 26.250.000 | Kabupaten 112 Orang 26.250.000 26.250.000 Penambahan
Distribusi hasil pengendalian Temanggung Temanggung [Bulan anggaran Rp

Perekonomian

dan distribusi
perekonomian

20.000.000, 00 untuk
pemenuhan Persiapan
Kegiatan HLM
menjelang HBKN
Nataru Tahun 2026
dan Tahun Baru 2027,
Kegiatan Monitoring
LPG; Koordinasi;
Kegiatan TPID
(Operasi Pasar)

Anggaran Makan
minum rapat = Rp
7.500.000; BBM = Rp
1.500.000; Perjalanan
Dinas Dalam Daerah =
Rp 2.000.000;
Perjalanan Dinas Biasa
Rp = Rp 7.000.000,00;
Makan Minum Tamu =
Rp 2.000.000
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01 | 03 01 | 0001 | Koordinasi, Persentase Kabupaten 83.33 % 50.000.000 50.000.000 225.000.000 175.000.000 150.000.000 | Penambahan
Sinkronisasi, terlaksananya Temanggung anggaran Rp
Monitoring dan Koordinasi, 25.000.000, 00 untuk
Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi, Monitoring dan
Pengelolaan BUMD Monitoring dan Koordinasi
dan BLUD Evaluasi BUMD;Penambahan
Kebijakan anggaran Rp
Pengelolaan 125.000.000, 00 untuk
BUMD dan BLUD Kegiatan Evaluasi
Akuntabilitas BUMD
Non Perbankan
Jumlah Dokumen Kabupaten 4 Dokumen 50.000.000 50.000.000 225.000.000 175.000.000 150.000.000 | Anggaran Makan
Hasil Koordinasi, Temanggung minum rapat = Rp
Sinkronisasi, 7.000.000; BBM = Rp
Monitoring dan 5.000.000; Perjalanan
Evaluasi Kebijakan Dinas Biasa Rp = Rp
Pengelolaan BUMD 13.000.000,00;
dan BLUD
01 | 03 04 Pemantauan
Kebijakan Sumber
Daya Alam
01 | 03 04 | 0001 | Koordinasi, Jumlah Dokumen Kabupaten 5 Dokumen 650.000.000 450.000.000 450.000.000 | -200.000.000 Pergeseran antar
Sinkronisasi, dan Hasil Koordinasi, Temanggung rekening dalam satu
Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi, dan sub kegiatan
Pertanian, Kehutanan, Evaluasi
Kelautan, dan Kebijakan
Perikanan Pertanian,
Kehutanan,
Kelautan, dan
Perikanan
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Bagian Pembangunan

Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+) Sumber | Keterangan
Kode Urusan/ Program/ Indikator Kinerja Dana
Kegiatan/ Sub Lokasi Output Target Pagu Pagu Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan Kegiatanp Kingrja Satuan Indikatif Indikatif Output Kinegrja Satuan gRenja Renja APBD
Renja APBD Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13=12-7 14=12-8 15 16
4 (01|03 PROGRAM - Persentase 34.151.700 34.151.700
PEREKONOMIAN dokumen kontrak 68.303.400 34.151.700
DAN yang diverifikasi
PEMBANGUNAN - Persentase
pelaporan kegiatan
Perangkat
Daerah/Unit kerja
tepat waktu
- Persentase
capaian kinerja
kegiatan perangkat
daerah
4101 |03]| 2] 02 Pelaksanaan Persentase 34.151.700 34.151.700
Administrasi Pelaporan 68.303.400 34.151.700
Pembangunan Pembangunan yang
tepat waktu
4101 |03]| 2] 02| 0001 | Fasilitasi Jumlah Dokumen Kab. 12 dokumen 20.736.000 10.348.000 | Kab. 2 dokumen 10.348.000 10.388.000 DAU
Penyusunan Hasil Fasilitasi Temanggung Temanggung
Program Penyusunan
Pembangunan Program
Pembangunan
Daerah
4101 |03 | 2] 02| 0002 | Pengendalian dan Jumlah Laporan Kab. 1 laporan 47.567.400 23.803.700 | Kab. 1 dokumen 23.803.700 23.763.700 DAU
Evaluasi Program Hasil Pengendalian Temanggung Temanggung
Pembangunan dan Evaluasi
Program
Pembangunan
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Bagian Pengadaan Barang / Jasa

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Lokasi
Output
Kegiatan

Target
Kinerja

Satuan

Pagu Indikatif
Renja

Pagu Indikatif
APBD

Lokasi
Output
Kegiatan

Target
Kinerja

Satuan

Pagu Indikatif
Renja

Renja

APBD

Sumber
Dana

Keterangan

2

3

4

5

7

8

9

10

1

12

13=12-7

14=12-8

16

03

PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN

- Persentase
nilai pagu
pengadaan
barang/jasa
yang
terumumkan

- Persentase
Kegiatan
Perangkat
Daerah yang
melakukan
pencatatan non
tender atas
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa

- Persentase
Pendampingan
proses PBJ

47.390.100

23.695.050

68.695.050

20.809.886

03

03

Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

Presentase
terlaksananya
Pengelolaan
Pengadaan
Barang Jasa,
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik,
Pembinaan dan
Advokasi
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang Jasa

Kab.
Temanggung

47.390.100

23.695.050

Kab.
Temanggung

68.695.050

20.809.886

03

03

0001

Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

Jumlah
Dokumen Hasil
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

Kab.
Temanggung

6323

dokumen

12.000.000

6.000.000

Kab.
Temanggung

6323

dokumen

6.000.000

-6.000.000

DAU
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4101 ]03]|2]| 03] 0002 Jumlah Kab. 700 dokumen 30.000.000 15.000.000 | Kab. 700 dokumen 60.000.000 30.000.000 45.000.000 DAU
Pengelolaan Dokumen Hasil Temanggung Temanggung
Layanan Layanan
Pengadaan Pengadaan
Secara Elektronik Secara
Elektronik
410103 2] 03] 0003 Pembi Jumlah Orang Kab. 103 dokumen 5.390.100 2.695.050 | Kab. 103 dokumen 2.695.050 -2.695.050 DAU
embinaan dan L
Ad ) yang Mengikuti Temanggung Temanggung
vokasi .
Pembinaan dan
Pelaksanaan ;
Advokasi
Pengadaan
Barang dan Jasa Pengadaan
Barang dan Jasa
Bagian Organisasi
Urusan/ Bertambah/Berkurang
Bidang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (-/+) Sumber | Ket
Urusan/ Indikator Dana
Kode L - .
Program/ Kinerja Lokasi Target Pagu Pagu Lokasi Target Pagu
Kegiatan/ Sub Output . & . Satuan | Indikatif | Indikatif Output . & .| Satuan Indikatif Renja APBD
. . Kinerja . . Kinerja .
Kegiatan Kegiatan Renja APBD Kegiatan Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAIIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMERINTAHAN
41|01 | 01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4101 |01 | 21 Kegiatan Penataan
3 Organisasi
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4101101]|21] 1| SubKegiatan Jumlah Kabupaten Dokumen |  20.000.000 | 10.000.000 | Kabupaten 2 | Dokumen | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 0,00 | DAU
3 Pengelolaan Dokumen Temanggung Temanggung
Kelembagaan Pengelolaan
dan Analisis Kelembagaan
Jabatan dan Analisis
Jabatan
4101]01]| 21|02 | SubKegiatan Jumlah Kabupaten Laporan 50.000.000 |  50.000.000 | Kabupaten 2 | Laporan | 50.000.000,00 0,00 0,00 | DAU
3 Fasilitasi Laporan Hasil | Temanggung Temanggung
Pelayanan Publik | Fasilitasi
dan Tata Pelayanan
Laksana Publik dan
Tata Laksana
4101|0121 02| SubKegiatan Jumlah Kabupaten Dokumen 38.687.500 | 19.343.750 | Kabupaten 2 | Dokumen | 19.343.750,00 | -19.343.750,00 0,00 | DAU
3 Koordinasi dan Dokumen Temanggung Temanggung
Penyusunan Koordinasi
Laporan Kinerja | dan
Pemerintah Penyusunan
Daerah Laporan
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Bagian Umum
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+)
Urusan/ Bidang
Kode Urusan/ Program/ Indikator Kinerja Target Lokasi Target Sumber Keterangan
Kegiatan/ Sub B Lokasi Output | 1219 Pagu Indikatif | Pagu Indikatif okasi argel Pagu Indikatif . Dana g
Kegiatan ) Kinerj Satuan ) Output Kinerj Satuan . Renja APBD
g Kegiatan Renja APBD . Renja
a Kegiatan a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13=12-7 14=12-8 15 16
470 0 PROGRAM Presentase Kabupaten 100 % 29.534.285.921 | 26.972.888.067 | Kabupaten 100 % 28.659.186.627 -875.099.294 | 1.686.298.560 DAU
1 1 PENUNJANG Pemenuhan Temanggung Temanggun
URUSAN administrasi g
PEMERINTAHAN keuangan,
DAERAH umum dan jasa
KABUPATEN/ penunjang
KOTA perangkat
daerah
410 0 Persentase Kabupaten 100 % Kabupaten 100 % DAU
1 1 Pemenuhan Temanggung Temanggun
Kebutuhan ]
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Kedinasan
Kepala Daerah

Perencanaan, DAU
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
000 Penyusunan Jumlah Dokumen DAU
1 Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
000 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DAU
4 Penyusunan DPA- DPA-SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
000 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DAU
5 Penyusunan Perubahan DPA-
Perubahan DPA- SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
000 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan DAU
7 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah
Administrasi Persentase Kabupaten 100 % Kabupaten 100 % DAU
Keuangan capaian Temanggung 14.256.755.678 | 15.422.665.708 | Temanggun 15.422.665.708 1.165.910.030
Perangkat Daerah | indikator g
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN pada
Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
000 Penyediaan Gaji Jumlah Orang Kabupaten 112 Orang Kabupaten 112 Orang DAU
1 dan Tunjangan yang Menerima Temanggung /Bulan 14.256.755.678 | 15.422.665.708 | Temanggung /Bulan 15.422.665.708 1.165.910.030

ASN

Gaji dan
Tunjangan ASN
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Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Persentase
capaian
indikator
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor,
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor,
Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor,
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan,
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan,
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu,
Penyelenggaraa
n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD pada
Kegiatan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Kabupaten
Temanggung

100

1.942.000.000

2.194.900.000

Kabupaten
Temanggun

g

100

3.194.900.000

1.252.900.000

1.000.000.000

DAU

000

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan

Kabupaten
Temanggung

Paket

100.000.000

95.000.000

Kabupaten
Temanggung

12

Paket

95.000.000

5.000.000

DAU

000

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Kabupaten
Temanggung

Paket

122.000.000

115.900.000

Kabupaten
Temanggung

12

Paket

115.900.000

6.100.000

DAU

000

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket
Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

Kabupaten
Temanggung

Paket

280.000.000

266.000.000

Kabupaten
Temanggung

12

Paket

266.000.000

14.000.000

DAU
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000

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan

Kabupaten
Temanggung

228

Dokume
n

40.000.000

38.000.000

Kabupaten
Temanggung

228

Dokume
n

38.000.000

2.000.000

DAU

000

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Kabupaten
Temanggung

Laporan

1.000.000.000

1.300.000.000

Kabupaten
Temanggung

12

Laporan

2.300.000.000

1.300.000.000

1.000.000.000

DAU

Penambahan
anggaran untuk
pemenuhan
Kegiatan Hari Jadi
Kabupaten
Temanggung, Hari
Besar Nasional,
Posko Nataru dan
Jamuan Tamu
Kedinasan
Pimpinan Daerah

000

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kabupaten
Temanggung

Laporan

400.000.000

380.000.000

Kabupaten
Temanggung

12

Laporan

380.000.000

20.000.000

DAU

Pengadaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Persentase
capaian
indikator
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan,
Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan,
Pengadaan
Mebel,
Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya
pada Kegiatan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Kabupaten
Temanggung

100

5.003.412.000

1.253.411.200

Kabupaten
Temanggun
]

100

1.394.606.400

3.608.805.600

141.195.200

DAU

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan

Kabupaten
Temanggung

Unit

1.500.000.000
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Dinas Jabatan
yang Disediakan

000

Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan

Kabupaten
Temanggung

Unit

3.503.412.000

1.253.411.200

Kabupaten
Temanggung

Unit

1.253.411.200

2.250.000.800

DAU

000

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Disediakan

Kabupaten
Temanggung

Unit

Kabupaten
Temanggung

Unit

141.195.200

141.195.200

141.195.200

DAU

Penambahan
anggaran 3 unit AC
Rp 31.680.000,- , 10
unit exhaust fan Rp
7,415,200,-, 2 unit
water heater Rp
9,600,000,- dan 1
unit vacum cleaner
Rp 2,500,000,-
untuk Rumah Dinas
Bupati, Wakil
Bupati, Sekda

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase
capaian
indikator
Pengadaan
Kendaraan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat,
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik,
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
pada Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kabupaten
Temanggung

100

4,159.938.595

4.159.438.595

Kabupaten
Temanggun
]

100

4.394.541.955

234.603.360

235.103.360

DAU

000

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Kabupaten
Temanggung

Laporan

10.000.000

9.500.000

Kabupaten
Temanggung

12

Laporan

9.500.000

500.000

DAU

000

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

Kabupaten
Temanggung

Laporan

1.094.868.750

1.094.868.750

Kabupaten
Temanggung

12

Laporan

1.094.868.750

DAU
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000 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kabupaten 12 Laporan Kabupaten 12 Laporan DAU Kekurangan gaji
4 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa | Temanggung 2.500.140.000 3.055.069.845 | Temanggung 3.290.173.205 554.929.845 235.103.360 PPPK Paruh Waktu
Kantor Pelayanan Umum (kekurangan gaji
Kantor yang Desember, gaji 14,
Disediakan gaji 13 (6/12xgaji))
Pemeliharaan Persentase Kabupaten 100 % Kabupaten 100 % - - DAU
Barang Milik capaian Temanggung 2.219.900.000 1.963.905.000 | Temanggun 1.913.905.000 305.995.000 50.000.000
Daerah Penunjang | indikator g

Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan,
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan,
Pemeliharaan
Mebel,
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya,
Pemeliharaan
Aset Tetap
Lainnya,
Pemeliharaan/Re
habilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya pada
Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
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0|0 0 | 000 Penyediaan Jasa Jumlah Kabupaten 28 Unit Kabupaten 28 Unit DAU Penambahan
1 1 9 1 Pemeliharaan, Kendaraan Temanggung 250.000.000 237.500.000 | Temanggung 387.500.000 137.500.000 150.000.000 anggaran untuk
Biaya Perorangan Dinas belanja BBM
Pemeliharaan, dan | atau Kendaraan
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Perorangan Dinas yang Dipelihara
atau Kendaraan dan dibayarkan
Dinas Jabatan Pajaknya
0|0 0 | 000 Penyediaan Jasa Jumlah Kabupaten 20 Unit Kabupaten 20 Unit - DAU
1 1 9 |2 Pemeliharaan, Kendaraan Dinas | Temanggung 750.000.000 712.500.000 | Temanggung 712.500.000 37.500.000
Biaya Operasional atau
Pemeliharaan, Lapangan yang
Pajak dan Perizinan | Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak
Operasional atau dan Perizinannya
Lapangan
0|0 0 | 000 Pemeliharaan Jumlah Mebel Kabupaten 12 Unit Kabupaten 12 Unit - DAU
1 1 9 |5 Mebel yang Dipelihara Temanggung 50.000.000 47.500.000 | Temanggung 47.500.000 2.500.000
0 0 0 | 000 Pemeliharaan Jumlah Peralatan | Kabupaten 12 Unit Kabupaten 12 Unit - DAU
1 1 9 |6 Peralatan dan dan Mesin Temanggung 50.000.000 47.500.000 | Temanggung 47.500.000 2.500.000
Mesin Lainnya Lainnya yang
Dipelihara
0 0 0 000 Pemeliharaan Aset | Jumlah Aset Kabupaten 1 Unit Kabupaten 1 Unit - DAU
1 1 9 7 Tetap Lainnya Tetap Lainnya Temanggung 19.900.000 18.905.000 | Temanggung 18.905.000 995.000
yang Dipelihara
0|0 0 | 000 Pemeliharaan/Reha | Jumlah Gedung Kabupaten 6 Unit/ Kabupaten 6 Unit/ - - DAU Pergeseran
1 1 9 9 bilitasi Gedung Kantor dan Temanggung Bulan 1.100.000.000 900.000.000 | Temanggung Bulan 700.000.000 400.000.000 200.000.000 anggaran antar
Kantor dan Bangunan rekening
Bangunan Lainnya Lainnya
yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
0 0 1 Administrasi Persentase Kabupaten 100 % Kabupaten 100 % DAU
1 1 1 Keuangan dan capaian Temanggung 509.662.743 517.537.627 | Temanggun 517.537.627 7.874.884
Operasional indikator g
Kepala Daerah Penyediaan Gaji

dan Wakil Kepala
Daerah

dan Tunjangan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah,
Penyediaan
Pakaian Dinas
dan Atribut
Kelengkapan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah,
Pelaksanaan
Medical Check
Up Kepala
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah pada
Kegiatan
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Administrasi
Keuangan dan

Operasional
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah
000 Penyediaan Gaji Jumlah Orang Kabupaten 2 Orang Kabupaten 2 Orang DAU
1 dan Tunjangan yang Menerima Temanggung /Bulan 169.662.743 177.537.627 | Temanggung /Bulan 177.537.627 7.874.884
Kepala Daerah dan | Gaji dan
Wakil Kepala Tunjangan
Daerah Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
000 Penyediaan Jumlah Paket Kabupaten 50 Paket Kabupaten 50 Paket DAU
2 Pakaian Dinas dan Pakaian Dinas Temanggung 300.000.000 300.000.000 | Temanggung 300.000.000
Atribut dan Atribut
Kelengkapan Kelengkapan
Kepala Daerah dan | Kepala Daerah
Wakil Kepala dan Wakil Kepala
Daerah Daerah yang
Disediakan
000 Pelaksanaan Jumlah Orang Kabupaten 2 Orang Kabupaten 2 Orang DAU
3 Medical Check Up yang Mengikuti Temanggung 40.000.000 40.000.000 | Temanggung 40.000.000
Kepala Daerah dan | Medical Check
Wakil Kepala Up Kepala
Daerah Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Fasilitasi Persentase Kabupaten 100 % Kabupaten 100 % - DAU
Kerumahtanggaan | capaian Temanggung 1.997.546.750 1.461.029.937 | Temanggun 1.821.029.937 176.516.813 360.000.000
Sekretariat Daerah | indikator g
Penyediaan
Kebutuhan
Rumah Tangga
Kepala Daerah,
Penyediaan
Kebutuhan
Rumah Tangga
Wakil Kepala
Daerah,
Penyediaan
Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat
Daerah pada
Kegiatan
Fasilitasi
Kerumahtangga
an Sekretariat
Daerah
000 Penyediaan Jumlah Paket Kabupaten 12 Paket Kabupaten 12 Paket - DAU
1 Kebutuhan Rumah Kebutuhan Temanggung 480.000.000 300.000.000 | Temanggung 300.000.000 180.000.000
Tangga Kepala Rumah Tangga
Daerah Kepala Daerah
yang Disediakan
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0 [0 |2 000 Penyediaan Jumlah Paket Kabupaten 12 Paket Kabupaten 12 Paket - DAU
1 2 Kebutuhan Rumah Kebutuhan Temanggung 360.000.000 282.000.000 | Temanggung 282.000.000 78.000.000
Tangga Wakil Rumah Tangga
Kepala Daerah Wakil Kepala
Daerah yang
Disediakan
0|0 |2 000 Penyediaan Jumlah Paket Kabupaten 12 Paket Kabupaten 12 Paket DAU Penambahan
1 3 Kebutuhan Rumah Kebutuhan Temanggung 1.157.546.750 879.029.937 | Temanggung 1.239.029.937 81.483.187 360.000.000 anggaran untuk
Tangga Sekretariat | Rumah Tangga Kegiatan HUT
Daerah Sekretariat Temanggung, Hari
Daerah yang Besar Nasional,
Disediakan Posko Nataru Rp
300,000,000,-,
Kompor Gas Rp
5.828.000,-, matras
Rp 9.750.000,-
untuk Rumah Dinas
Sekda, seragam
satpam dan
cleaning service Rp
25,000,000,-
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Kode Urusan/ Bidang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+) Sumber Ket
Urusan/ Program/ ' L Dana
Kegiatan/ Sub nietorkinet? ™ Lok Target Pagu Indikatif | Pagu Indikatif | oK@ Target Pagu Indikati
Kegiatan Output arge Satuan gu Inc 9 Output arge Satuan gu nc Renja APBD
) Kinerja Renja APBD h Kinerja Renja
Kegiatan Kegiatan
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
UNSUR
BER?JI;KI;UNG 2.453.386.000 | 2.231.558.600 2.793.278.600 339.892.600 561.720.000 DAU
PEMERINTAHAN
1 giﬁEiLARIAT 2.453.386.000 | 2.231.558.600 2.793.278.600 339.892.600 561.720.000 DAU
01| .01 PROGRAM Persentase
PENUNJANG pemenuhan
URUSAN pelayanan
PEMERINTAHAN kedinasan 2.453.386.000 | 2.231.558.600 2.793.278.600 330.892.600 561.720.000 DAU
DAERAH Pimpinan Daerah
KABUPATEN/KOTA
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.01 | .01 11 Administrasi Persentase
Keuangan dan Penyediaan Dana
Operasional Kepala | Penunjang
Daerah dan Wakil Operasional
Kepala Daerah Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
01| .01 11 | .0004 | Penyediaan Dana Jumlah Orang Semua
Penunjang yang Menerima Kota/Kab, Semua
Operasional Kepala | Dana Penunjang Semua Kota/Kab,
Daerah dan Walkil | Operasional Kecamatan, | 100 | Persen | 600.000.000 |  600.000.000 | SeMUd 100 | Persen 600.000.000 0 0| DAU
Kepala Daerah Kepala Daerah Semua Kecamatan,
dan Wakil Kepala Kel/Desa Semua
Daerah Kel/Desa
.01 | .01 14 Pelaksanaan Persentase
Protokol dan Fasilitasi
Komunikasi Keprotokolan,
Pimpinan Komunikasi
Pimpinan dan
Pendokumentasian
tugas pimpinan
.01 | .01 14 | .0001 | Fasilitasi Jumlah Laporan Semua Semua Penambahan
Keprotokolan Hasil Fasilitasi Kota/Kab, 301.788.000 355.359.500 Kota/Kab, anggaran untuk
Keprotokolan Ezgﬁatany 100 | Persen ﬁ:g‘a”nfatan‘ 100 | Persen 370.459.500 68.671.500 15100000 |  DAU ?g'irggéggnb”r Re.
Semua Semua
Kel/Desa Kel/Desa
.01 | .01 14 | .0002 | Fasilitasi Komunikasi | Jumlah Laporan Semua Penambahan
Pimpinan Hasil Fasilitasi Kota/Kab, 1.378.000.000 | 1.067.250.000 anggaran Rp
Komunikasi Semua 680.100.000 untuk :
Pimpinan Kecamatan, Belanja Makanan dan
Semua Minuman Jamuan
Kel/Desa Tamu Rp.
250.000.000, Belanja
ﬁggflgab Jasa Iklan/Reklame,
Semua ' Film, dan Pemotretan
100 Persen K 100 Persen 1.633.150.000 255.150.000 565.900.000 DAU | Rp. 75.000.000,
ecamatan, ;
Semua Belanja Jasa _
KellDesa Iklan/Reklame, Film,

dan Pemotretan Rp.
75.000.000, dan
Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas
Rp. 5.100.000
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.01

.01

14

.0003

Pendokumentasian
Tugas Pimpinan

Jumlah Laporan
Pendokumentasian
Tugas Pimpinan

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

100

Persen

173.598.000

208.949.100

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

100

Persen

189.669.100

16.071.100

-19.280.000

DAU

Penambahan
anggaran Rp.
24.245.000 untuk :
1. Belanja Modal
Personal Computer
Rp. 21.725.000

2. Belanja Suku
Cadang-Suku Cadang
Alat Studio dan
Komunikasi Rp.
2.520.000
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 yang telah disusun sesuai
dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada proses
penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya sampai dengan triwulan | ini, pagu anggaran yang ada di dalam
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 memerlukan penyesuaian-penyesuaian
pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026
disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program,
kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan
Perubahan Anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan
dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan
dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi
pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, Sekretariat Daerah terdiri dari 3
program 18 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp
56.774.381.077,-. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat
Daerah pada Perubahan Renja Tahun 2026 juga senantiasa berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan
Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi,
tertib waktu, dan tepat mutu (Good and Clean Governance) dari setiap kegiatan
yang dilaksanakan di Tahun 2026 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Sekretariat
Daerah Tahun 2026 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang
telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika

memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 21 Agustus 2026
SEKRETARILS DAERAH
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